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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Bank Umum

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indanediomor
11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran NegarpuBkk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Riepationesia Nomor
4976) dan mempertimbangkan Peraturan Bank Indoridsmor 5/8/PBI/2003
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umuemiparan Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahamiaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4292), maka perlu untukngagur lebih lanjut
ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dalamt $&daran yang

mencakup hal-hal sebagai berikut :

.  UMUM

1. Kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa pkabanasional
aktif dalam menciptakan peluang-peluang yang dapatingkatkan
pelayanan kepada nasabah antara lain melalui parduaroduk/jasa,
pasar dan jaringan.

2. Sebagai...



2. Sebagai regulator, Bank Indonesia berkepentingankumelindungi
nasabah dan memelihara kelangsungan usaha Bankbu®gan
dengan hal tersebut Bank diwajibkan untuk menyakapai
permohonan izin atau laporan kepada Bank Indonesiaelum
dan/atau setelah Bank melakukan perluasan prodak/jasar dan
jaringan.

3. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atayampg@aian
laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia tersebatadi dilakukan
dengan menggunakan format pada lampiran, yangpakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

MANAJEMEN RISIKO

Perluasan jaringan kantor Bank selain memberikatuapg dalam

memperluas pelayanan Bank kepada nasabah jugatémspmenimbulkan

risiko yang dapat merugikan Bank maupun nasabah.

Dalam melakukan perluasan jaringan kantor, Bankushamelakukan

pengkajian terhadap risiko yang mungkin timbul gembukaan jaringan
kantor tersebut. Untuk itu Bank harus memperhatikandisi keuangan
Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingk@tsaingan Bank yang
sehat, tingkat pemerataan pembangunan ekonominadsaan pelayanan

terhadap nasabah.

PEJABAT EKSEKUTIF

Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pdj&isakutif wajib

dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Apabila ...



Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Ban#omesia, Pejabat
Eksekutif dimaksud memiliki rekam jejak negatif, kaeaBank wajib segera
membatalkan pengangkatan dan mengganti pejabatbgegngkutan.
Dalam rangka penelitian dan penilaian dimaksudpigalipandang perlu
Bank Indonesia dapat melakukan wawancara untukifikksi dan

konfirmasi guna memastikan kelayakan yang bersaagku

KANTOR WILAYAH DAN KANTOR FUNGSIONAL YANG
MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpumaathu penyaluran
dana dengan melakukan satu atau lebih kegiataamcalp ini:

a. penerimaan nasabah;

b. penerimaan/pengeluaran kas;

Cc. pemrosesan permohonan penyaluran/penghimpunanatana;

d. memberikan keputusan atas permohonan penyalurgiipepunan

dana.

KEGIATAN PAMERAN

Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka prontidsk bersifat
permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipars&suai persyaratan
setoran minimal pembukaan rekening tidak termasaland Kegiatan
Pelayanan Kas sehingga tidak perlu dilaporkan kedank Indonesia.
Dengan demikian, seandainya persyaratan setorah ramamal dalam
pembukaan rekening tabungan adalah sebesar RpBQ@WOO0(lima ratus
ribu Rupiah), maka setoran awal yang boleh ditefBaak adalah sebesar
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). ApaBitmnk menerima setoran

awal ...



VI.

VII.

awal lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu R@p maka kegiatan
tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatamepan, tetapi sebagai
Kegiatan Pelayanan Kas.

Dalam hal kegiatan pameran dilaksanakan dalam gamgiktu lebih dari

30 (tiga puluh) hari maka kegiatan tersebut tidagad digolongkan sebagai

kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelay@asn

PERUBAHAN NAMA BANK

Perubahan nama Bank wajib dilakukan mengikuti kesm perundang-
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yandudik@n oleh instansi
di luar Bank Indonesia antara lain Departemen #Hasgtrian dan
Perdagangan, serta Departemen Hukum dan Hak Asasiidvd. Dalam hal
instansi terkait sebagaimana dimaksud di atas nhesgian dokumen
persetujuan perubahan nama Bank, maka dokumentyjeese dimaksud
disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan demgagajuan
permohonan perubahan nama Bank sebagaimana ddstiam Peraturan

Bank Indonesia tentang Bank Umum.

RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR DALAM RENCANA
BISNIS BANK

1. Bank yang akan melaksanakan pembukaan, perubahans,st
pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringaroik&@ank yang
meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cadpdembantu,
Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatanayaian Kas
wajib mencantumkan rencana dimaksud dalam Renc@amasBBank

pada bagian Rencana Perubahan Jaringan Kantor.

2. Rencana..



Rencana alamat lokasi pembukaan, perubahan statusindahan

alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah, Kantabg, Kantor

Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kasatkn/Kegiatan

Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada angkaapor#tiin

sebagai berikut:

a) dalam hal rencana lokasi kantor berada di wilayapipsi DKI
Jakarta, paling kurang menyebutkan nama propingiJaKarta.

b) dalam hal rencana lokasi kantor berada di luaryatiapropinsi
DKI Jakarta maka paling kurang menyebutkan nama paten/
kotamadya dimana lokasi kantor akan dibuka dan/atau

dipindahkan.

VIIl. LAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
DALAM LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BANK
TRIWULANAN

1.

Bank yang telah melaksanakan pembukaan, perubalaios,s
pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringaroik&@ank yang
meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cadpdembantu,
Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatanayalan Kas
wajib mencantumkan pelaksanaan dimaksud dalam hapRealisasi
Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Informasi pelaksanaan perubahan jaringan kantor k Bdalam
Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan jibwa
menyebutkan alamat lengkap lokasi:

a) pembukaan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Ka

b) pemindahan...



b) pemindahan Kantor Wilayah, Kantor Kas, Kegiatanaifahan
Kas, dan/atau Kantor Fungsional yang tidak melakldegiatan
operasional; dan/atau

c) penutupan Kantor Wilayah, Kantor Kas, dan/atau g

Pelayanan Kas.

IX. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN
LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atayameaian
laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bardnésib tersebut
wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia gden
menggunakan format sebagaimana dalam Lampiramrmfesadengan
Lampiran 31.a sesuai jenis peruntukannya dengaeteman kepada
tata cara penyampaian surat dan tembusan sebagadisuar dalam
Lampiran A.

2. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara kisudalam Surat
Edaran ini, maka format penyampaian pengajuan gesnan atau
rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkaad&emasing-

masing Bank.

X.  PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN
LAPORAN

1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepadsei@ur Bank
Indonesia/Pimpinan Bank Indonesia, Up. DirektorariZnan dan
Informasi Perbankan (DPIP), dialamatkan ke JI. M[Hamrin No.2
Jakarta 10350.

2. Penyampaian..



Penyampaian laporan pelaksanaan yang diajukan &epizahk
Indonesia, Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPBjlachatkan ke
JI. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, kecuali lapopgngangkatan,
pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan teaeRejabat
Eksekutif disampaikan kepada alamat sebagaimariadng
Penyampaian permohonan izin dan laporan pelaksangaarg
diajukan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan/&auok Indonesia,
Up. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkapigssat di luar
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dialamatidengan
mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Badknesia
pada Lampiran B.

Penyampaian rencana yang diajukan kepada Bank dsdon
Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan PIE)
dialamatkan ke JI.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 103&yi Bank yang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bamkonesia atau
Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang In¢éokgpusat di
luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengnengacu
kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Ind@ngsada
Lampiran B.

Penyampaian permohonan izin dan laporan lainnyaairsel
sebagaimana dimaksud dalam angka 1X.1, dialamdtkpada Bank
Indonesia Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPBJ. Thamrin
No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pdisailayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Badkmhesia setempat
bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah &dfpntor Pusat
Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagiagailkerja

kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

XI. PERALIHAN ...




Xl.  PERALIHAN KANTOR KAS

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka %eRiing Bank Umum
yang dimaksud dengan Kantor Kas adalah kantor Bank semata-mata
melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamattempha yang jelas
dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanyaasinmemberikan
pelayanan kepada nasabah baru. Bagi Kantor Kasmatakukan kegiatan
usaha tidak sesuai dengan pengertian tersebutb wagnyesuaikan
kegiatannya paling lambat akhir tahun 2009 sebag@éndimaksud dalam
Pasal 87 PBI tentang Bank Umum. Penyesuaian tdrsdpat berupa
memindahkan aktivitas yang tidak termasuk kegi#tantor Kas ke kantor
lain atau meningkatkan status Kantor Kas tersebahjadi sekurang-

kurangnya Kantor Cabang Pembantu.

XIl. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/DPNP tandgalMaret
2001 tentang Bank Umum; dan

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/17/DPNP tangjgaluli 2001
tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank IndoNes88/DPNP
tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku ksefanggal
28 Januari 2009.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeagan Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Né&ggpablik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN




